
BUPATI SLEIVIAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NoMoR ' rn TAHUN 2oog

TENTANG

tr : Ii'iI B E NTU KAN BAIAI PENYU LU HAN PERTAT{ IAN, PERI KANAN, DAN KEH UTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

l"tier nbang :

BUPATI SLEMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 peraturan Daerah

Kabupaten sleman Nomor g rahun 2009 tentang organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten sreman perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1gsO tentang pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah tstimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1g50;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34485 Tahun

2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi

Daerah lstimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman;

5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan.
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li'llenetapkan : PEMTURAN BUpATt sLEr\{AN TENTANG

PENYULUIIAN PERTANIAN, PERIKANAN,

PEMBENTUKAN BALAI

DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

l,a;eT Deraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I ras Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, perikanan, dan

t"i e! :lanan Kabupaten Sleman.

: "'3Ea a Dinas ialah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten
S e-ar

i S'et*'etaris ialah Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten
Sreman.

r' -- i Felaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas
i6rrrrs operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
**a[ 

"Faien Sleman.

I E'a,a Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah UpT Balai
:c'n'i'a'g[3n Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas pertanian, perikanan,

ru- Kehulanan Kabupaten Sleman.
# 3r'a a UPT ialah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
:a,:3 Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten sleman.
!,ar-;ar organisasi adalah subbagian dan kelornpok jabatan fungsional pada Balai
i'sf'r'- -rhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, perikanan,

^6p *','hsllanan Kabupaten Sleman-

f *"rc'a;a satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Balai penyuluhan
:"*na'r,an. Perikanan, dan Kehutanan pada Dinas Pertanian, perikanan, dan
*,€r. 

'1Bi"Id t'l Kabupaten Sleman.

BAB II

PEIVlBENTUKAru

Pasal 2

:er',,s.6rsh Kabupaten Sleman membentuk Balai

:a. Kelutanan.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan,



V

2r Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan. Can Kehutanan merupakan unit pelaksana
teknis pada Dinas Pertanian, perikanan. dan Kehutanan.

3i tsatai Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:
a" Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah l, dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Moyudan dan Kecamatan Minggir.

h- Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah ll, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Godean dan Kecamatan Gamping.

c. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah lll, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan
Tempel.

d Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wiiayah lV, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan sleman dan Kecamatan Ngaglik.

e Balai Penyuluhan Pertanian, Perikan.an, dan Kehutanan Wilayah V, dengan
wilayah kerja meliputi Kecamatan pakem dan Kecamatan Turi.

i Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah Vl, dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Cangkringan.

3 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah Vll, dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Berbah dan Kecamatan Depok.
h tsalai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah Vllt, dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan.

BAB III

KEDUDUMN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

3a,ar Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai unit pelaksana

.E$ff'tis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala UPT

prq be*edudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Se<retaris.

E.aai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas

rnellaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di

r'i'dang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan

tsalai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas

qenyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan:

h" penyelenggaraan penyuluhan;



-!

penyelenggaraan penyediaan dan oenyebaran , informasi teknologi, sarana
produksi, pembiayaan, dan pasac

penyelenggaraan fasililasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku

utama dan pelaku usaha;

penyelenggaraan fasilitasi peningkatah kapasitas penyuluh;

penyelenggaraan proses pembelajaran melalui percontohan dan

pengembangan model usaha tani;

penyelenggaraan ketatausahaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fugas

dan fungsinya.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri

dari:

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagan susunan organisasi Bialai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

sehagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Sr,.lbbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, peren€naan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan

fi"gas safu an organisasi.

d.

e.

f.

g.

h.

(2\

[3)

f4)



Fasal 6

subbagian Tata usaha dalam meraksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha,

b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

c. penyelcnggaraan urusan umum;

d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;

e. penyelenggaraan urusan keuangan;

tf penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

g- pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan

h evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata

Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan terdiri darijabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.

,T l(dlornpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

F.alai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan keahlian.

iIl ,rmrs dan jumlah jabatan fungsional sesuai"dengan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal B

t(maa UPT dalam rnelaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

ruer '(qoaila Dinas.

(ler"?lm UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

w!f,sra t erkala melalui Sekretaris.



Pasal g

' N:eF'ala Subbagian Tata Usaha rn€ngoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan
lm-lr3tr rS€Si.

: (ec'ala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap
$rarlan organisasi berdasarkan arahan Kepala UPT, dan wajib menyampaikan
iaffEcnarl secara berkala.

Pasal 10

' ie*ar kepala satuan organisasi bertugas mernirnpin, mengoordinasikan, dan
*'gsr;Qrkan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

3"np: Kepala satuan organisasi wajib mengawasi

ilarr *engambil langkah yang diperlukan sesuai

*nrla.lsan yang berlaku.

pelaksanaan tugas bawahannya

dengan peraturan perundang-

ilr iena: bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya
*1rt8'-r-3^?i langkah pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 11

- i'eqmn kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

i*enar'901-lng jawab kepada atasannya dan menyannpaikan laporan berkala tepat

:&3s fr,?ktunya.

J i'r[ltsl aooran dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan

luer:unakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

r€q-q-" "k kepada bawahan.

I iet;l: laporan yang disampaikan kepacla atasan, untuk tembusan laporan

:'rs€-Dalkan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

- *-,--:a;r kerja.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

penatlran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.t*gmm'setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

sengen penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 1 z ()'t obe r 2001

WAKIL BUPATI SLEMAN,

-DW
SRI PURNOMO

Sundangkan di Sleman.

HA hnggal '17 Orr'f obc- ?QOQ

SE(RFTARiS DAERAH

qffiUEUFATEN SLEMAN,

s-nrRrsNo

EmfTA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 42 SERI 1r



LATTHRAH PERATURAN BUPATI SLEilAH
HOMOR : 5. l'"-'\r- 2CC9
TANGGAL : 1? t,-:tcber 2OO!

BAGAN SLISUNAN ORGATIdNSI

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Garis Komando

Garis Koordinasi

KEPALA UPT

Subbagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional


